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Anggaran Besar KJP Plus

Kontrol dan Parameter Program Belum Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme pengawasan,
cara penyaluran, dan tolok ukiir keberhasilan

‘pemberian komponen tambahan dalam program

Kartu Jakarta Pintar Plus dinilai belum jelas. Ada
peluang besar penyalahgunaan bantuan sosial yang
diusulkan mencapai sekitar Rp 4 triliun itu.

Mekanisme yang dimaksud di
antaranya cara pencairan tunai
atau nontunai, pengawasan, kur-
sus yang bisa masuk dalam KJP
Plus, kompenen biaya, dan veri-
fikasi data penerima: Meskipun
mekanisme belum jelas, Peme-
rintah Provinsi DKT Jukarta me-
mastikan anggaran KJP Plug se-
kitar Rp 4 triliun dalam Ran-
cangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Duerzh (RAPBD)
DKI Jakarta tahun 2018,

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pusat Pelayanan Pendanaan Per-
gonal dan Operasional Pendidik-
an Dinas Pendidikan DKI Nah-
diana mengatakan, saat ini selu-
ruh mekanisme untuk KJP Plug
tengah dalam pembahasan. "Di-
targetkan (pembahasan itw) se-
lesai akhir Desember 2017 ka-
tanya di kantornya, di Jakarta
Timur, Jumat (24/11).

~ Program KJP Plus merupakan
janji kampanye Gubernur DKI
Jakarta Anics Baswedan dan wa-
kilnya, Sandiaga Uno. Anggaran
ini salah satu nomenklatur biaya
terbesar dalam RAPBD 2018. Da-
lam APBD DKI 2017, KJP (tanpa
plus) sekitar Bp 3,2 triliun.

Komponen biaya KJP Plus da-
lam RAPBD 2018 masuk di ang-
garan Bantuan Sosial. Anggaran
terdiri dari bantuan biaya per-
sonal siswa miskin Rp 3,9 trilium
dan peningkatan mutu pendi-
dikan bagi peserta KJP yang Iolos

- seleksi perguruan tinggi negeri

senilai Rp 1014 miliar.

Hasil pembahasan mekanisme
KJP Plus itu nantinya dikukuh-
kan dalam peraturan gubernur
yang mengatur KJP Plus.

_Tahapan selanjutnya verifikasi

data penerima ditargetkan pada
Jarmari. Dalam program KJP du-
lu, sekolah menjadi penentu pe-
nerima KJP. Dalam KJP Plus,
verifikasi data dilakukan tim ter-
padu yang tengah menyusun data
tunggal warga Jakarta yang layak
menerima bantuan sosial. Data
ini nantinya juga digunakan un-
tuk pemberian banfuan-bantuan
sosial lain. Tim terpadu ini di
antaranya  kelurahan, ketua
RT/RW, dan tokoh masyarakat.

Tambah peseria dan nilai

Jumlah peserta KJP Plus di--
usulkan 872024 orang. Tahun
lalu, jumlah penerima sekitar
790000 orang. Besaran nominal
bantuan juga bertambah dengan
alasan penyesuaian inflasi serta
hasil survei harga kebutuhan se-
kolah dan data Bank Dunia.

Sebanyak 80000 orang dalam

_daftar pencrima KJP Plus 2018
 dialokasikan untuk bantuan anak

tidak sekolah. Bantuan ini diren-
canakan diberikan untuk anak.
usia 6-21 tahun yang tidak seko-
lah atau putus sekolah. Bantuan
diberikan saat si anak sudah ter-
daftar di lembaga kursus atau
sekolah. Jenis lembaga yang di-
perholehkan masih dibahas. -

Nahdiana mengatakan, data
anak tidak sekolah ini dari basis |
data terpadu Kementerian Sosial
tahun 2017 "Data itu masih perlu
diverifikasi,” ucapnya.

Selain itn, ada juga usulan
pemberian bantuan untuk bim-
bingan pelajar kelas XII yang
disebut bridging. Menurut Nah-
diana, melanjutkan tidaknya ke

- jenjang pergiruan tingei tetap

jadi pi]_ihal penerima KJP Plus.

Tambahan bantuan diharapkan
menstinmlus peningkatan pendi-
dikan warga miskin, baik dengan
menimgkatkan angka partisipasi
perguruan tinggi maupun me-

‘nurunkan angka putus sekolah.
Tidak boleh tunai
vahdiana  mengajak  warga

berpartisipasi mengawasi pelak-
sanaan KJP Plus. Pada program
KJP lalu, tingkat penyalahguna-
an diperkirakan sekitar 1 persen.
“Sistemn KJP yang dulu diten-
tukan oleh toko dan belanja apa
saja yang diperbolehkan masih
banyak disalahgunakan untuk
beli ‘HP atau hal-hal di luar
kebutuhan pendidikan. Sebaik-
nya dievaluasi dulu penyaluran
bantuan yang dulu, bukan di-
tambah lagi,” kata Koordinator
Nasional Jaringan Pemantau
Pendidikan Indonesia "Abdullah
Ubaid di Jakarta, Sabtu (25/11).
Tambahan bantuan itu akan

* sulit diawasi apabila disalurkan

secara tumai tanpa syarat tam-
bahan, Bantuan akan lebih tepat
sasaran apabila dialihkan sebagai
subsidi atau bantuan nontunai,
salah satunya bantuan biaya
transportasi. Pemerhati Pendi-
dikan Doni Koesoema mengata-

kan, tujuan bridging dan bantuan. |

anak tidak sekolah juga sangat
rawan manipulasi data,

Menurut anggota Koniisi E
DPRD} DKI, Belly Bilalusalam,
Jumat lalu, KJP menyasar anak-
anak dari keluarga berpengha-
silan rendah. Kini, KJP Plus me-
nyasar anuk-anak dari keluarga
miskin dan anak-anak putus se-
kolah. Namun, DPRD menilai
Jumlah penerima berlebihan dan
harus dikurangi. Sekretaris Ko-
misi E Veri Yonnevil mengata-
kan, KJP Plus tetap program
nontunai. *Tak holch ada penca-

_iran tunai,” ujarnys. (LLLN/IRE)
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